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PT. Malindo Karya Lestari was sued by two people who ere formerly employees 
who worked for the company. ON Law no. 2 of 2004 concerning the Settlement of 
Industrial Relations Disputes regarding the settlement of labor disputes through 
the Industrial Relations Court. In this lawsuit is the Work Termination Lawsuit 
arising from the Termination of Employment Decree issued by the Defendant 
because the Defendant did not agree with the existence of a labor union in the 
Defendant's Company so that the Defendant prevented the Plaintiffs from forming 
or carrying out labor union activities (Union Busting). Termination of 
Employment due to disputes that arise and have not found a suitability of opinion 
regarding the final decision of Termination of Employment. 
 





Sejak tahun 2004 Indonesia dapat menjalankan perubahan hukum 
dibidang ketenagakerjaan yang pada tahun itu Undang-Undang No. 2 tentang 
bagaimana menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Hal tersebut 
merupakan aturan-aturan yang menjadi bahan acuan untuk menyelesaikan 
persoalan ketenagakerjaan. Yang sebelum ada Undang-Undang No. 21 Tahun 
2000 tentang Serikat Buruh dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Terciptanya lapangan kerja adalah untuk mengurangi 
pengangguran dan sekaligus menampung pertambahan ten ga kerja merupakan 
bagian kesatuan dari kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan bangsa 
sekaligus dalam pembangunan ekonomi dan sosial. 
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Ketenagakerjaan sendiri diartikan sebagai seseorang y  mampu bekerja 
agar dapat membuahkan hasil berupa barang atau jasa, guna  memenuhi 
permintaan pasar. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima 
upah dan imbalan sesuai kesepakatan antara buruh dan perusahaan. Maka, dapat 
dikatakan, buruh adalah seseorang yang tenaganya siap dipakai untuk bekerja 
guna menghasilkan barang atau jasa dan sedang dalam ikatan hubungan kerja 
dengan perusahaan, dimana aturan ketenaga kerjaan sud h diatur dalam Undang-
Undang No.13 Tahun 2003.1 
PT. Malindo Karya Lestari digugat oleh dua orang yang dahulunya Para 
Penggugat merupakan karyawan yang bekerja pada Perusahaan Tersebut. Pada 
UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan melalui 
Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam gugatan ini adalah gugatan pemutusan 
hubungan kerja yang timbul akibat adanya surat keputusan pemutusan hubungan 
kerja yang dikeluargan tergugat karena Tergugat tidak setuju adanya serikat 
pekerja didalam Perusahaan Tergugat sehingga tergugat Menghalang-halangi 
para Penggugat untuk membentuk maupun menjalankan kegiatan serikat buruh 
(Union Busting). Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan ada perselisihan yang 
timbul dan belum menemukan kesesuaian pendapat mengenai putusan akhir dari 
Pemutusan Hubungan Kerja. 
Tenaga Kerja yang mempunyai aturan-aturan hak tenaga kerja, dan 
mempunyai peran pembangunan nasional yang dimana per n t naga kerja 
menunjang akan hal tersebut, sehingga perlindungan buruh wajib digunakan 
untuk mengatur hak-hak dasar buruh dalam mewujudkan kesejahteraan buruh. 
Dalam pasal 5 dan 6 terdapat sebagian dari hak dasar buruh (hak dasar pertama 
dan kedua) yang dimana pasal 5 berbunyi sebagai berikut : “Setiap tenaga kerja 
mempunyai kesempatan sama tanpa adanya perbedaan dalam memperoleh 
                                                 
1 Subijanto, Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia , Jurnal Pendidikan Dan 
Kebudayaan ( vol 17 no 6, 2011), hlm. 708.   
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pekerjaan.” 2 adapun hal yang melingkupi tentang hak yang sama dal m 
mendapatkan kerja dan kehidupan layak tanpa ada perbedaan suku, jenis kelamin, 
agama, ras, dan aliran politik sesuai minat serta kemampuan pekerja yang 
bersangkutan, termasuk memberikan sikap yang sama kep da penyandang 
disabilitas. 
Lahirnya UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat dibebaskan untuk 
mendirikan SP (Serikat Pekerja)/SB (Serikat Buruh) dalam perusahaan, selama 
memenuhi syarat-syarat tertentu. Kebebasan dalam berserikat kerja efektif 
bilamana dapat tumbuh multi-union serikat pekerja pada perusahaan secara 
khusus maupun secara umum dalam hubungan industrial. UU No. 21 Tahun 2000 
mengatur sanksi pidana kepada pelaku union busting (pemberangusan serikat 
pekerja). UU Ketenagakerjaan terdapat norma yang pro resif untuk melindungi 
pekerja/buruh. Jika terdapat pelanggaran akan dikenakan sanksi pidana. Sanksi 
pidana ini tidak ada dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah 
diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 yang merupakan hukum/ hukum formal 
untuk menegakkan hukum secara tegas. Ketenagakerjaan beserta peraturan 
organiknya telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003. UU PPHI mengatur 
jalannya penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan pengadilan 
khusus dilingkungan pengadilan negeri. Penyelesaian hubungan industrial lebih 
mempunyai karakter hukum perdata dibanding oleh karakte  hukum administrasi 
negara dan karakter hukum pidana perburuhan. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 
permasalahan penulisa penilitian ini dibatasi pada p  upaya hukum yang 
dilakukan buruh akibat pemutusan hubungan kerja sepihak oleh PT. Malindo 
Karya Lestari dan Apa Ratio Decidendi hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru 
dalam Putusan No. 119/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr.? 
PEMBAHASAN 
                                                 
2 Ibid… Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 
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2.1. Upaya Hukum Pekerja 
Pemutusan Hubungan Kerja menjadi topik sensitif pada unia 
ketenagakerjaan di Indonesia. Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja yang sudah 
diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 belum menjadi tolak ukur 
sepenuhnya dalam menyikapi sengketa Pemutusan Hubungan Kerja. Undang-
undang bidang hubungan industrial memberi perlindungan hukum yang cukup 
tegas terhadap pekerja. Namun masih ada sisi lemah dal m kenyataannya, baik 
dalam bidang penegakan peradilan maupun pada bidang pengawasan 
ketenegakerjaan. Sanksi bagi pihak melanggar akan dikenakan sanksi perdata, 
sanksi administrasi, dan sanksi pidana. Sebelum ada UU Serikat Buruh, Indonesia 
cuma dibolehkan dalam satu serikat pekerja, yaitu SPSI (Serikat Pekerja Seluruh 
Indonesia). 
Lahirnya UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat dibebaskan untuk 
mendirikan SP (Serikat Pekerja)/SB (Serikat Buruh) dalam perusahaan, selama 
memenuhi syarat-syarat tertentu. Kebebasan dalam berserikat kerja efektif 
bilamana dapat tumbuh multi-union serikat pekerja pada perusahaan secara 
khusus maupun secara umum dalam hubungan industrial. UU No. 21 Tahun 2000 
mengatur sanksi pidana kepada pelaku union busting (pemberangusan serikat 
pekerja). UU Ketenagakerjaan terdapat norma yang pro resif untuk melindungi 
pekerja/buruh.  
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telahdiatur dalam UU No. 
2 Tahun 2004 yang merupakan hukum/ hukum formal untuk menegakkan hukum 
secara tegas. Ketenagakerjaan beserta peraturan orgiknya telah diatur dalam 
UU No. 13 Tahun 2003. UU PPHI mengatur jalannya penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial merupakan pengadilan khusus dilingkungan pengadilan 
negeri. Penyelesaian hubungan industrial lebih mempunyai karakter hukum 
perdata dibanding oleh karakter hukum administrasi negara dan karakter hukum 
pidana perburuhan. Pemutusan Hubungan Kerja dimana hubungan kerja diakhir 
karena adanya suatu hal dan berakibat berakhir kespa atan antara pekerja/buruh 
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dengan pengusaha. Jika mengacu dari ketentuan Bab XII Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 Pemutusan Hubungan Kerja mempunyai empat acam alasan 
yaitu 1.) alasan Pemutusan Hubungan Kerja dari pihak pengusaha; 2.) alasan 
Pemutusan Hubungan Kerja dari pihak pekerja; 3) alasan Pemutusan Hubungan 
Kerja karena hukum; dan 4.)   
2.2. Sistem Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia 
Demokrasi di Indonesia merupakan transparasi setiap w rga Negara 
Indonesia menyampaikan aspirasinya dalam hal apapun. Dalam hal 
menyampaikan aspirasinya warga termasuk buruh bebas melakukannya melalui 
demo bersama dengan serikat buruh dll. Namun penyampai n aspirasi tersebut 
seringkali menemukan kendala bahkan timbul kesenjangan, maka jalan lain yang 
dapat ditempuh adalah mediasi melalui jalur hukum. Konflik Pemutusan 
Hubungan Kerja masih menjadi pembahasan yang rumit karena tidak adanya 
kesepakatan kedua belah pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-
masing. Mengacu dalam perjanjian kerja, suatu pekerjaan mempunyai unsur jika 
bekerja akan mendapat upah dan perintah. 
Unsur penting dalam hubungan kerja merupakan unsur perintah. Karena 
didalam perintah teradapat petunjuk serta adanya kehendak dari pihak pengusaha 
berupa lisan maupun tulisan. Unsur perintah dapat di rtikan menjadi suatu 
hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang dinamakan hubungan 
subordinasi. Hubungan subordinasi menegaskan bahwa pengusaha sebagai 
majikan berhak memberikan perintah lalu pekerja sebagai karyawan/bawahan 
menerima dan wajib melaksanakan perintah. Hubungan subordinasi mempunyai 
makna bahwa sejak adanya hubungan kerja, maka posisi pekerja tidak sama 
dengan posisi pengusaha. 
Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia harus berpatok dalam aturan-
aturan Negara yang masih berlaku, dalam hal ini Pasal 163 UU No. 13 Tahun 
2003 yang berisikan aturan ketenagakerjaan dimana terdapat aturan tentang 
bagaimana sistematika mengakhiri hubungan kerja antr  pihak pengusaha dan 
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buruh/pekerja. Dalam pasal tersebut pada dasarnya mengacu pada Pasal 151 ayat 
2 dan 3 UU No.13 Tahun 2003 yang berisikan bahwa dal m memutuskan 
hubungan kerja wajib ada perundingan sesuai sistem aturan bipartite. Dimana 
perundingan tersebut mencakup tentang alasan Pemutusan Hubungan Kerja dan 
perundingan tentang hak dan kewajiban kedua belah pih k. Sehingga tidak terjadi 
sengketa atau sampai terjadi hal buruk terjadi antar  pihak perusahaan dan buruh. 
Pihak pemerintah adalah pihak ketiga dari pihak pengusaha dan pekerja 
dalam hubungan industrial. Pemerintah mempunyai fungsi membuat regulasi dan 
melakukan pengawasan, serta melakukan pelayanan dibidang ketenagakerjaan. 
Pemerintah diperlukan dalam memastikan adanya regulasi yang dibuat adalah 
untuk memberi perlindungan pada pekerja selaku bawah n (subordinasi) dari 
pengusaha, serta memastikan regulasi sudah ditaati melalui supervisinya.  
Pemutusan Hubungan Kerja karena corporate action yang tertuang dalam 
Pasal 163 UU No. 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa apabila kesepakatan 
bersama yang telah dirundingkan gagal maka garis besarnya wajib memutuskan 
hubungan kerja setelah mendapat penetapan dari instansi terkait yang menengahi 
perselisihan hubungan industrial, antara lain: 
1. Pemutusan Hubungan Kerja karena hukum 
Pemutusan Hubungan Kerja yang putus karena adanya kepentingan 
hukum dimana hubungan kerja kedua belah pihak akan berakhir 
sendiri. Pengusaha tidak wajib untuk mendapatkan penetapan 
Pemutusan Hubungan Kerja dari instansi terkait dimana hal tersebut 
sudah tertulis pada pasal 154 UU No.13 Tahun 2003 
2. Pemutusan Hubungan Kerja dari Pengusaha 
Dalam UU Ketenagakerjaan pengusaha dapat memutuskan hubungan 
kerja dengan buruh karena perusahaan mengalami pailit d n buruh 
berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali yang ditentukan dalam pasal 
156 ayat 3 serta uang pengganti hak sesuai aturan pasal 156 ayat 4 dan 
wajib mendahulukan untuk membayar hutang lainnya 
3. Pemutusan Hubungan Kerja dari Pekerja/Buruh 
Buruh memutuskan hubungan kerja dikarenakan ada kesetaraan antara 
buruh dan pengusaha yang dikatakan oleh S.Mok merupakan suatu 
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kesetaraan yang bercondong kepada seorang anak-anak y g lemah 
disamakan bebannya dengan orang dewasa bertenaga.3 Maka dari itu 
buruh berhak mengakhiri hubungan kerja dengan melakukan 
pengunduran diri  atas kemauan sendiri tanpa ada penetapan dari 
instansi terkait dan berhak mendapat uang pesangon sesuai dengan 
aturan pasal 156 ayat 4 dengan wajib memenuhi syarat seb gai berikut: 
1) Mengajukan surat pengunduran diri dengan ketentuan p ling 
lambat 30 hari sebelum meninggalkan perusahaan 
2) Tidak dalan ikatan dinas 
3) Wajib melaksanakan tugasnya sampai tanggal pengundura  iri 
4. Pemutusan Hubungan Kerja dari Pengadilan 
Sebelum adanya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) UU No. 2 
Tahun 2004 dijadikan acuan untuk menyelesaikan perselisihan 
hubungan kerja melalui pengadilan perdata atas permintaan yang 
bersangkutan berdasar pada alasan kuat.4  
Dalam Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004 mempunyai aturan yang kuat 
dalam hal : 
1) Pada tingkat pertama tentang perselisihan hak 
2) Pada tingkat pertama dan terakhir tanteng selisih kepentingan 
3) Pada tingkat pertama tentang selisih Pemutusan Hubungan Kerja 
4) Pada tingkat pertama dan terakhir tantang selisih antar  
buruh/serikat pekerja pada satu perusahaan 
Kesenjangan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja adalah Pemutusan 
Hubungan Kerja secara sepihak namun dalam aturan perjanjian belum adanya 
Pemutusan Hubungan Kerja yang harus dilakukan oleh pekerja. Sehingga pekerja 
menyampaikan pembelaannya atas hak-hak yang harus diberikan oleh 
perusahaan. 
Pekerja, pengusaha dan pemerintah harus melakukan berbagai upaya 
untuk menghindari adanya Pemutusan Hubungan Kerja. Namun jika terjadi 
karena suatu keadaan, Pemutusan Hubungan Kerja dapat ilakukan setelah 
                                                 
3 Iman Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja Cetakan ketujuh. Jakarta: 
Djambatan. 2016. H.150 
4 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan edisi revisi. Jakarta : Rajawali Pers. 2014. 
H.184 
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mendapatkan penetapan Lembaga Perselisihan Hubungan I dustrial (LPPHI) 
maka hal-hal yang dapat dilakukan untuk Pemutusan Hubungan Kerja adalah : 
1) Pekerja dalan keadaan masa percobaan kerja yang sudah tertulis 
kesepakatan oleh kedua belah pihak 
2) Pekerja memohon secara tertulis atas kemauan sendiri 
3) Pekerja telah pada waktu usia pension sesuai dengan aturan UU dan 
kesepakatan bersama secara tertulis 
4) Pekerja telah meninggal dunia 
5) Pekerja dalam tahanan 
6) Tidak adanya bukti oleh perusahaan telah melakukan pelanggaran 
karena dituduh oleh pihak pekerja 
Jika LPPHI belum menetapkan putusan antara pengusaha dan buruh maka 
kedua belah pihak wajib melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dengan 
kesepakatan yang ada sampai dikeluarkannya penetapa, engusaha 
diperbolehkan menskorsing dengan tetap melakukan kewajibannya memberikan 
hak pekerja. 
Kesenjangan dalam Pemutusan Hubungan Kerja merupakan kategori 
perselisihan hubungan industrial mengenai perselisihan hak, perselisihan antar 
serikat kerja dan perselisihan kepentingan. Aturan dalam menyelesaikan 
perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan secara berurutan  yaitu : 
1)  Perundingan Bipartit 
Menyelesaikan sengketa dengan kedua belah pihak tanpa melibatkan 
pihak luar dengan harapan dapat tercapai kesepakatan bersama secara 
negosiasi yang tepat.5 
Dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian sengketa hubungan 
industrial memberikan arti bahwa perundingan bipartt sebagai 
perundingan antara pengusaha dan buruh/serikat pekerja untuk dapat 
menyelesaikan sengeketa yang ada. Maka, dalam hal ini pihak yang 
berunding adalah pengusaha dan buruh/serikat pekerja. Sistem 
penyelesaian sengketa dengan bipartit diatur dalam UU No. 2 Tahun 
                                                 
5 Agusmidah, Dinamika dan Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.  Bogor: Ghalia Indonesia. 
2010. H.169 
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2004 tentang bagimana cara menyelesaikan persoalan perselisihan 
hubungan industrial adalah sebagai berikut : 
a. Musyawarah mufakat antara kedua bilah pihak yang membuat 
risalah dan telah ditandatangani 
b. Setelah tercapai kesepakatan maka dibuatkan perjanjian yang 
bersifat mengikat serta ditandatangani keduabelah pihak. 
c. Perjanjian tersebut harus didaftarkan ke-pengadilan negeri setempat 
d. Bilamana perjanjian tidak dilaksanakan maka diajukan permohonan 
kasasi kepada pengadilan negeri tersebut. 
Bilamana perjanjian bipartite gagal maka kedua belah pihak 
menuliskan perselisihannya kepada instansi terkait dengan bukti 
lampiran  bukti penyelesaian bipartite. Setelah pencatatan tersebut 
instansi ketenagakerjaan wajib memberikan penawaran untuk memilih 
penyelesaian konsilisasi atau arbitrase jika dalam 7 hari kedua belah 
pihak tidak memilih kedua opsi tersebut maka dapat dilimpahkan 
penyelesaian kepada mediator. 
2) Perundingan Tripartit 
Tripartit dilakukan bilamana perselisihan yang disele aikan melalui 
bipartit antara kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan maka 
instansi pemerintahan yang terkait wajib memberikan fasilitas 
penyelesaian hubungan industrial tersebut. Upaya yang h rus dilakukan 
adalah menyediakan tenaga mediator untuk mempertemukan 
kepentingan kedua belah pihak. Adapun penyelesaian hubungan 
industrial yang dapat dipilih antara lain:  
a. Mediasi 
Pasal 8 UU No.2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial bilamana melalui mediasi dilakukan oleh 
mediator yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan 
Kabupaten/Kota. Tugas mediator adalah mendamaikan serta 
menyaksikan kedua belah pihak agar mendapatkan kesepakatan 
kedua belah pihak dengan adanya perjanjian bersama. Ap bila 
tidak mencapai kesepakatan maka mediator memberikan anjuran.6 
Adapun jika perjanjian tertulisan yang dianjurkan mediator ditolak 
oleh salah satu pihak atau keduanya. Maka, perselisihan tersebut 
dapat dilanjutkan untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri 
                                                 
6 Sumanto. Hubungan Industrial: Memahami dan Mengatasi Potensi Konflik Kepentingan 
Pengusaha dan Pekerja pada Era Modal Global. J karta: Center of Academic  Publishing. 2014. 
H.234  
:: HUKUM BISNIS :: 
Universitas Narotama Surabaya 
Volume 5 Nomor  1, April 2021 
 






Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Setempat. Mediator 
wajib melakukan tugasnya paling lambat 30 hari kerja terhitung 
dari menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan tersebut. 
b. Konsolisasi 
Mengacu pada Pasal 17 UU No. 2 Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara konsolisasi 
dilakukan konsoilitator yang sudah terdaftar pada instansi terkait 
di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan 
Pasal 1 Angka 14 UU No. 2 Tahun 2004 konsolitator adalah 
seseorang yang mengerti dan memenuhi syarat yang sudah 
ditetapkan oleh Mentri. Bertugas mengkosolisasi dan wajib 
memberi anjuran tertulisa kepada kedua belah pihak untuk 
menyelesaikan kepentingan yang ada dalam perusahaan7  
3.1. Kasus Posisi 
Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memeriksan dan mengadili Perkara 
Perselisihan Hubungan Kerja antara Irfan Wau selaku Penggugat I dan Afrizal 
Penggugat II dengan PT. Malindo Karya Lestari tentang duduk perkara : 
1. Para penggugat merupakan mantan karyawan PT. Malindo Karya 
Lestari 
2. Mengacu dalam aturan UU No.2 Tahun 2004 dimana mengatur 
mekanisme penyelesaian hubungan industrial  
3. Gugatan timbul dikarenakan adanya Surat Keputusan Pemutusan 
Hubungan Kerja dikarenakan tergugat tidak menyetujui adanya Serikat 
Pekerja didalam Perusahaan (Union Busting) 
Penyebab perselisihan pemutusan hubungan kerja dimana penggugat 1 
merupakan karyawan tetap PT. Malindo Karya Lestari. Akan tetapi pihak 
perusahaan memutuskan hubungan kerja dengan alasan kontrak telah habis. 
Penggugat II diputus hubungan kerja oleh perusahaan dengan alasan selalu 
terlambat sehingga menghambat proses produksi. Maka d l m permasalahan 
antara dua penggugat dan perusahaan telah melakukan mediasi namun tidak 
menemukan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk  berdamai 
atau kesepakatan bersama. Dikarenakan penggugat sudah esuai prosedur dalam 
                                                 
7 Asri, Wijayanti. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika. 2013. H.189 
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UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial yang dimana 
menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan m ka perusahaan atau 
tergugat patut membayar hak para penggugat.  
3.2. Upaya Hukum Pekerja Akibat PHK   
Hukum perburuhan atau dengan kata lain arbeidsrecht/labour law adalah 
suatu hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha 
dan pemerintah bertujuan sebagai supervisor, regulator serta pelayanan. Batasan 
hukum perburuhan terdapat 3 unsur bagian dari hukum perburuhan yaitu: 
1. Terdapat pihak pengusaha dan buruh/pekerja; 
2. Terdapat hubungan kerja; 
3. Adanya peran pemerintah. 
Dalam hukum, perburuhan dan ketenagakerjaan aturan hukumnya dibedakan 
dimana hukum ketenagakerjaan adalah golongan hukum perburuhan. Sedangkan 
hukum ketenagakerjaan ranahnya lebih luas, dikarenakan hukum ketenagakerjaan 
mencakup diluar hubungan kerja yang selanjutnya terkait dengan urusan sumber 
daya manusia. Para pengguggat mengajukan replik 27 Januari 2020 dan atas 
replik tersebut tergugat mengajukan duplik pada tangg l 4 Februari 2020.  
Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, para 
penggugat telah mengajukan forocopy bukti-bukti surat yang telah bermaterai 
secukupnya antara lain: 
- Bukti P1 Slip Gaji Irfan Wau 
- Bukti P2 surat pemberitahuan dari PT. Malindo Karya Lestari 
- Bukti P3 Copy surat pemutusan hubungan kerja waktu tertentu atas 
nama Irfan Wau tertanggal 19 April 2017 
- Bukti P4 surat tanda penerimaan barang bukti 
- Bukti P5 berita acara penyitaan 
Penggugat mengajukan bukti surat tertulis dengan ajuan saksi Adriantos dan 
Ismail Marzuki yang disumpah dan memberi keterangan lengkap sebagaimana 
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tertuang dalam berita acara sidang. Selain itu jugamengajukan dua orang saksi 
Rio Alfredo Sinaga dan Zuri Yandani.  
3.3. Ratio Decidendi Hakim atas Putusan Mahkamah Agung No. 
119/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr. 
Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 119/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr. 
menitik beratkan pada tiga aspek yaitu dari penyelesaian pemutusan hubungan 
kerja, pertimbangan hakim serta PHK agar terjawab permasalahan dari pekerja 
dengan pengusaha yang dijelaskan sebagai berikut : 
a. Analisis PHK 
Pada kasus posisi penggugat diberhentikan secara sepihak dengan 
dalih dari terugat bahwa penggugat sering telat masuk kerja dan sering tidak 
hadir untuk bekerja. Dari dalih terebut tergugat atau perusahaan beralasan 
tidak memberi hak-hak para penggugat selama mengabdi di perusahaan 
tergugat. Maka mengenahi hak-hak tersebut dapat dikuatkan dalam pasal 102 
Ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 dengan pernyataan : 
“Terlaksananya hubungan industrial maka serikat pekerja dan 
pekerja punya fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan yaitu 
menjaga ketertiban, mengembangkan kemampuan, menyalurkan 
pendapat secara demokratis, membuat perusahaan lebih berkembang 
dan berjuang untuk kesejahteraan keluarga” 
Tergugat menjawab pernyataan tergugat dengan mengakhiri masa 
kerja secara sepihak tanpa memberikan hak-hak penggugat. Sedangkan 
dalam Pasal 28D Ayat 2 UUD RI Tahun 1945 menyatakan de gan jelas 
bahwa hak pekerja mendapat imbalan dan perlakuan yang adil serta layak 
dalam hubungan bekerja. Serta mengacu dalam Pasal 5 UU No. 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap warga Negara 
Indonesia mempunyai kesempatan yang sepadan dalam memperoleh kerja. 
Kemudian pada Pasal 1 Ayat 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM 
menyatakan: 
:: HUKUM BISNIS :: 
Universitas Narotama Surabaya 
Volume 5 Nomor  1, April 2021 
 






“Diskriminasi merupakan pelecehan, pembatasan serta 
pengucilan yang secara langsung ataupun tidak didasarkan atas 
perbedaan suku, agama, ras, kelompok, status sosial/ekonomi, 
bahasa, dll yang menyangkut keyakinan orang tersebut”  
Dari dasar penjabaran UU diatas dengan jelas menyatakan bahwa 
penggugat mempunyai hak untuk mempertahankan apa yang menjadi 
miliknya. Namun tergugat dalam jawabannya menganggap penggugat 
melanggar aturan perusahaan sehingga tidak layak mendapatkan hak yang 
dituntutkan kepada tergugat. Tindakan tergugat menjatuhkan PHK tanpa 
adanya pesangon. 
b. Analisis Penyelesaian Perselisihan Penggugat dan Tergugat Akibat 
Adanya  PHK Sepihak 
Awal mula perselisihan ditempuh dengan jalan mediasi, yang 
dimana proses mediasi merupakan untuk memproses semua jenis 
perselisihan salah satunya persoalan tentang perselisihan hubungan 
industrial yang sudah ada aturannya dalam Undang-Undang. Dimana 
perselisihan kedua belah pihak diselesaikan bersama dengan seorang atau 
mediator yang tidak berpihak dengan salah satunya (netral).8 
Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2004 tentang menyelesaikan perselisihan 
hubungan industrial, mediasi dilakukan mediator yang berada pada 
instansi terkait sekitar perusahaan dan bertanggung jawab atas 
ketenagakerjaan. Dalam hal ini tugas mediator adalah mendamaiakan 
kedua belah pihak agar ada kesepakatan serta membuat perj njian 
bersama yang disaksikan oleh mediator itu sendiri. Bilaman dalam 
mediasi tidak menemukan kesepakatan bersama maka mediator 
mengeluarkan anjuran. 9 
                                                 
8 Zaeni Asyadie, Hukum Kerja. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2007. h.151 
9 Sumanto, Hubungan Industrial: Memahami dan Mengatasi Potensi Konflik Pengusaha Pekerja 
pada Era Modal Global. Jakarta: CAPS. 2014. H.234 
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Penjabaran dalam Putusan No. 119/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr. 
menyimpulkan bahwa  
1. Upaya hukum yang dilakukan buruh akibat pemutusan hubungan kerja 
sepihak oleh PT. Malindo Karya Lestari adalah mengacu dalam 
putusan, para penggugat berusaha maksimal untuk menuntut hak-
haknya pada perusahaan dengan cara mengadukan pada MA di Instansi 
terkait. Pada perkara aquo perusahaan berupaya untuk memberhentikan 
sepihak tanpa memberikan hak-hak dua karyawan yang akan di PHK 
dengan mencari celah kesalahan yang dilakukan oleh keryawan atau 
penggugat. Hal tersebut menimbulkan kesenjangan antara dua 
karyawan yang akan di PHK dan Pengusaha karena menjadi 
diskriminasi tersendiri untuk karyawan tersebut.  
2. Ratio Decidendi hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dlam Putusan 
No. 119/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr. adalah mempunyai pertimbangan 
sendiri untuk memutuskan dan menolak usulan tergugat ntuk tidak 
memberi hak-hak penggugat dengan PHK sepihak. Sehingga 
penggugat tidak menerima sama sekali hak pesangon atas pengabdian 
kerja yang dilakukannya, sedangkan dalam peraturan perusahaan serta 
Undang-undang hak yang harus diberikan kepada penggugat ada dan 
wajib diberikan oleh pengusaha dengan hitungan yang jelas dan 
transparan. 
4.2. Saran 
Adapun saran yang diberikan kepada penulis untuk kasus pada 
Putusan No. 119/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr. sebagai berikut : 
1. Semaksimal mungkin pengusaha mengambil upaya untuk tida  mem-
PHK karyawannnya dengan alasan tidak benar. Sehingga hubungan 
kerja kedua belah pihak pasca PHK masih terjalin baik d n adanya 
keadilan atas jasa yang diberikan oleh pekerja selama mengabdi di 
perusahaan tersebut.    
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2. Bilamana kedepan ada kejadian serupa, maka pengusaha d pat 
berkaca pada kasus ini yaitu tidak semena-mena mengambil 
keputusan. Menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah dan 
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